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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada tahap Perencanaan di Desa 

Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung secara bertahap telah 

menunjukkan Akuntabilitas yang merupakan sudah mengikuti Peraturan yang ada 

sesuai Perda Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa. 

Pada partisipasi dan transparansi yang dilihat berdasarkan hasil wawancara serta 

dilihat dari partisipasi masyarakat pada Musyawarah dusun, Musrenbangdes, dan 

Musyawarah desa. Masyarakat desa ikut berpatisipasi dimulai dari perencanaan 

dana desa, yaitu pada saat penyusunan RPKDes untuk mengutarakan aspirasi dan 

masukan. Untuk transparansinya, pemerintah desa di Desa Wangisagara sudah 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang sedang 

berlangsung, serta didanai oleh dana desa dan berapa anggaran dalam setiap 

kegiatan yang dilaksanakan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam RKPDes 

yang dipilih berdasarkan skala prioritas.  

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada tahap Pelaksanaan di Desa 

Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung telah menunjukkan 

Akuntabilitas yang merupakan sudah mengikuti Peraturan yang ada sesuai Perda 

Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa. Pada 

transparansi dan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan masyarakat desa di 
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kegiatan pembangunan. Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan desa di desa 

tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dan informasi kepada masyarakat. 

Keterbukaan pemerintah desa dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran serta 

kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat desa dilengkapi dengan papan 

informasi kegiatan yang dipasang secara terbuka di kantor desa. Papan proyek 

menampilkan nama kegiatan, rentang kegiatan, jumlah anggaran, dan waktu 

pelaksanaan. Keterbukaan informasi merupakan usaha pemerintah desa untuk 

melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut 

berdasarkan pemaparan tahap Perencanaan serta Pelaksanaan Pembangunan Desa 

dipengaruhi oleh stakeholder desa selaku sumber daya manusia yang ada di desa 

yang mampu melaksanakan Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Desa. 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada tahap Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten 

Bandung adanya ketidaksesuaian dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa yang menunjukkan belum akuntabilitas. Pada 

Realisasi Pelaksanaan APBD mengalami keterlambatan pelaporan semester akhir. 

Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pasal 32 Administrasi Keuangan Desa 

mengatur tentang waktu penyusunan Peraturan Desa tentang APBD di bawah 

RKPDes, dan rencana pembangunan desa disepakati paling lambat Januari tahun 

berjalan. Pada kenyataanya belum selesai keterlambatan tersebut dikarenakan Tim 

Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Terlambatnya laporan dari TPK ini disebabkan 

karena adanya kendala di lapangan seperti kendala cuaca, dan kurangnya 

pemahaman dan komitmen dari TPKD yang bertanggungjawab dalam mengelola 
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serta kendala pada sistem keuangan. Dalam hal ini terlihat dari Perencanaan dan 

Pelaksanaan stakeholder desa selaku sumber daya pengelola yang sudah 

menjalankan akuntabilitas. Namun, ada juga kelemahannya dalam Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban yaitu TPKD selaku sumber daya manusia yang kurang 

kompeten dan komitmen.  

6.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan adalah, peneliti mengharapkan lebih 

ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam musyawarah dusun sampai dengan 

musrenbang yang sudah bagus, lalu pada transparansi nya dalam pemasangan papan 

informasi lebih di lengkapkan lagi pada pencantuman kegiatan dan berapa besaran 

dananya secara rinci. Untuk Pelaporan dan Pertanggungjawaban wajib TPKD harus 

memperhatikan komitmen untuk tepat waktu pada Pelaporan Realisasi Pelaksanaan 

APBD dalam pelaporan semesteran karena dalam keterlambatan itu pasti ada sanksi 

dan resiko yang harus di terima oleh pemerintah desa seperti penundaan dana desa 

yang berpengaruh pada pengelolaan dana desa dan ketidaksesuaian dengan 

Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal 

ini terlihat bahwa stakeholder sumber daya manusia berpengaruh positif dalam 

Perencanaan dan Pelaksanaan. Namun, masih kurang dalam Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban yaitu kurangnya komitmen dan kompeten yang dengan ini 

perlu bimbingan dari pemerintah daerah.  
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